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BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1) Implementasi ketentuan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun

2024 dalam perhitungan PBB-P2 di Kota Padang pada dasarnya telah

dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan persentase NJOP dilakukan

melalui mekanisme administratif yang terintegrasi dalam sistem

pengelolaan pajak daerah dan didasarkan pada hasil penilaian objek pajak

secara massal. Namun demikian, implementasi tersebut masih bersifat

administratif dan belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan

kebijakan, khususnya dalam hal keadilan dan kepastian hukum yang

dirasakan oleh wajib pajak

2) Kendala-kendala utama yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam

mengimplementasikan ketentuan besaran persentase NJOP meliputi

keterbatasan akurasi dan pemutakhiran data objek pajak, ketergantungan

pada sistem penilaian massal yang belum sepenuhnya mencerminkan

kondisi riil objek pajak, serta kurangnya pemahaman masyarakat

mengenai pengajuann keberatan serta pengurangan PBB-P2.

3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk

mengatasi kendala tersebut antara lain melalui pemutakhiran dan validasi

data objek pajak,peningkatan transparasi dan kejelasan informasi dalam

penetapan PBB-P2,dan penyediaan mekanisme pengajuan keberatan.
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4) Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut

belum berjalan secara optimal karena masih terbatas dari segi jangkauan,

sumber daya, dan pendekatan komunikasi. Oleh karena itu, implementasi

kebijakan besaran persentase NJOP masih menghadapi tantangan dalam

aspek teknis, sosial, dan penerimaan masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat

diberikan adalah:

1) Pemerintah Kota Padang melalui Badan Pendapatan Daerah perlu

meningkatkan kualitas pemutakhiran dan validasi data objek pajak

secara lebih sistematis dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan

teknologi informasi dan memperkuat koordinasi lintas perangkat

daerah, agar nilai NJOP yang digunakan benar-benar mencerminkan

kondisi riil objek pajak di lapangan.

2) Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi sosialisasi dan

komunikasi kebijakan persentase NJOP kepada masyarakat secara

lebih terstruktur, transparan, dan mudah dipahami, sehingga wajib

pajak tidak hanya mengetahui besaran pajak terutang, tetapi juga

memahami dasar hukum dan mekanisme perhitungannya.
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